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                Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan. 
       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan wewenang 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD). 
         Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh informasi dan 
data yang dituangkan dalam pembahasan karya ilmiah (skripsi) ini bahwa 
kedudukan dan wewenang  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(BPKD) yang mempunyai dua fungsi yaitu berfungsi sebagai Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang berhak mengatur rumah tangganya 
sendiri dan berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) 
berwenang penggurusan keuangan dan pertanggungjawabannya. Hal ini  
diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007,  
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 Tahun 2010 Tentang 
Tugas pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan struktural Pada Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
tugas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah 
faktor tanggungjawab, faktor regulasi dan Faktor administrasi sesuai 
dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua 
peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman 
pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.  
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada dekade akhir abad 20 dan  dekade awal abad 21, bangsa kita 
sebagaimana bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, mengalami 
gelombang besar, berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, 
desentralisasi dan globalisasi. Sekalipun keadaan serupa pernah terjadi 
pada beberapa kurun waktu dalam sejarah kemanusiaan dan peradaban 
manusia, namun dewasa ini tuntunan tersebut mengemuka dengan 
nuansa yang berbeda sesuai dengan kemajuan zaman. (Sedarmayanti, 
2004:1) 
Upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, salah satu 
prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen tinggi untuk 
menerapkan nilai luhur tinggi peradaban bangsa dan prinsip “Good 
Governance” dalam penuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa 
bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. 
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
telah mengamanatkan diselenggaranya otonomi seluas-luasnya dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu ada 
pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan keuangan, 
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, dan antar 
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pemerintahan daerah. 
Sejak digulirkan reformasi di bidang pemerintahan daerah dan 
pengelolaan keuangan pada tahun 1999 yang ditetapkan dalam Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut 
membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan 
dan pengelolaan keuangan daerah. (Nurlan Darise. 2006:1) 
 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Dearah 
menurut UU No.25 Tahun 1999 adalah suatu sistem pembiayaan 
pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup 
pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta 
pemerataan antar daerah secara proposional, demokratis, adil dan 
transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan 
daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata 
cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan 
pengawasan keuangan. 
 Demikian halnya dengan revisi UU No.33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah 
suatu sistem keuangan pemerintahan dalam negara kesatuan, yang 
mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah secara proposional, demokratis, adil, transparan dengan 
memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan 
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kewajiban, pembagian kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara 
penyelenggaraan kewenangan tersebut. 
Mengacu pada kedua definisi tersebut diatas, terlihat bahwa tidak 
terdapat perbedaan prinsip antara keduanya. Hubungan keuangan antara 
pusat dan daerah ditujukan agar daerah dapat melaksanakan 
kewenangan otonominya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat daerah. (Riawan  Tjandra, 2013:107-108) 
  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, membuka peluang 
yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun 
daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing – masing. 
Hal ini diikuti pula dengan bergesernya pusat – pusat kewenangan dalam 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dari pusat ke daerah. 
Sebagai konsekuensi logis, maka peningkatan kewenangan tersebut 
harus di imbangi pula dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat 
pemerintah daerah.  
 Misi utama ditetapkannya kedua Undang–Undang tersebut adalah 
bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan 
dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting 
adalah efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan. Untuk itu di 
perlukannya suatu laporan keuangan yang handal dan dapat di percaya 
agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut 
dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu 
sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri penting dari suatu daerah otonom 
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yang mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu terletak pada 
strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang 
keuangan daerah.  
 Sejalan dengan pemberlakuan kedua Undang–Undang tersebut, 
lahirlah tiga paket perundang–undangan, yaitu UU No, 17/2003 tentang 
Keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 
UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara, yang telah membuat perubahan mendasar dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya 
Perencanaan dan Anggaran Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat. 
Selanjutnya, karena dipandang perlu untuk melaksanakan peraturan yang 
komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari keseluruhan 
peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah, 
maka Pemerintah mewujudkannya melalui peraturan Pemerintah No. 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolalaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar 
memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir 
dalam penggunaannya.  
 Secara umum reformasi pengelolaan keuangan dilatarbelakangi 
oleh beberapa prakondisi yang mengarah pada semakin sentralnya posisi 
pengelolaan keuangan di pemerintah daerah. Prakondisi ini misalnya 
semakin meningkatnya kebutuhan untuk memperbaharui regulasi, 
pengawasan pengelolaan keuangan dan terbatasnya sumber-sumber 
pendanaan.  
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 Ketiga prakondisi ini semakin kompleks ketika pemerintah 
meluncurkan peraturan perundang-undangan terkait penataan 
kelembagaan (pelembagaan) organisasi pengelola keuangan daerah.   
Pada tahun 2007 dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah beserta aturan 
pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah. 
Menentukan besaran maupun bentuk kelembagaan organisasi pengelola 
keuangan, Pemerintah Daerah mendasari pada aspek kewenangan yang 
telah ditetapkan dalam UU dan peraturan pemerintah serta peraturan 
menteri sebagai aturan pelaksanaannya.  
 Kewenangan mempunyai peran sentral dalam pembentukan 
kelembagaan, sehingga upaya reformasi birokrasi tidak dapat melalaikan 
unsur ini. Pada hakekatnya, kewenangan tidak hanya sebagai unsur 
terpenting dalam pembentukan kelembagaan, tetapi juga mempunyai 
hubungan timbal balik dengan kelembagaan itu sendiri. Kelembagaan 
sebenarnya juga berperan sebagai wahana untuk melaksanakan 
kewenangan yang dimiliki pada setiap tingkatan pemerintahan. Dengan 
kata lain, bobot kewenangan yang dimiliki akan dapat sesuai dengan 
besaran kelembagaannya. Reformasi pengelolaan keuangan daerah 
harus melibatkan kajian kelembagaan yang tentunya telah disesuaikan 
dengan besar tugas dan kewenangan yang dibebankan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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 Dengan mewujudkan implementasi good governance pengelolaan 
keuangan daerah  pemerintah provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk 
mengantisipasi dan membenahi diri  dalam penataan kelembagaan 
dilakukan suatu kajian akademis sebagai amanat Undang-Undang. 
 Tujuan kajian akademis kelembagaan organisasi pengelola 
keuangan daerah ini adalah untuk mengetahui :  
10. Mencari bentuk kelembagaan organisasi pengelola keuangan 
sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku  
11. Mengidentifikasi kewenangan-kewenangan yang dilaksanakan 
oleh organisasi pengelola keuangan  
12. Mengidentifikasi struktur organisasi tata kerja pengelola 
keuangan  
13. Mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi organisasi pengelola 
keuangan  
14. Mengembangkan skenario manajemen personil organisasi 
pengelola keuangan   
 Semakin berkurang dan terbatasnya sumberdaya alam sebagai 
salah satu sumber pendapatan utama sehingga menempatkan pajak 
sebagai porsi unggulan dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan, 
termasuk pembangunan. Ketika pajak yang dibayarkan oleh masyarakat 
menjadi sumber utama pendapatan, maka akuntabilitas, transparansi, dan 
pertanggungjawaban penggunaan dana harus diberikan oleh pemerintah. 
Eratnya ketiga elemen tersebut semakin mempertegas pentingnya 
penerapan good governance.  
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 Secara singkat, tantangan reformasi pengelolaan keuangan 
tersebut di atas mempunyai implikasi perubahan paradigma sistem 
pemerintahan yang telah menuntut Pemerintah Indonesia untuk segera 
menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 
Reformasi di bidang pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjadi 
perangkat pendukung terlaksananya penerapan tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) dan kondisi inilah yang menjadi tema besar 
yang diangkat dalam kajian ini. 
  Dengan demikian reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya 
melibatkan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus 
berlaku bagi Pemerintah Daerah.  
 Penataan kelembagaan merupakan kebutuhan dalam upaya 
mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Penataan 
kelembagaan harus dipahami sebagai salah satu upaya kebijakan untuk 
membentuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien; 
rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah; adanya koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan Simplifikasi; serta adanya komunikasi 
kelembagaan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah . 
 Mengacu pada paradigma pengelolaan keuangan daerah dan 
penataan kelembagaan pada pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, 
sehingga pada kesempatan ini penulis termotivasi untuk menggangkat 
kajian ini dalam suatu karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul  “Tinjauan 
Hukum terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah pada 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan”.   
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah : 
1. Bagaimanakah kedudukan dan wewenang Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan? 
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi 
Selatan ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian, yaitu : 
1. Untuk mengetahui kedudukan dan wewenang Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
 
D. Kegunaan Penelitian  
Kegunaan penelitian, yaitu 
1. Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang 
pengelolaan keuangan daerah.  
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak yang bersinergi dengan 
pengelolaan keuangan daerah . 
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3. Sebagai suatu karya yang dapat dijadikan referensi bagi para 





















A. Hubungan Keuangan Negara Dan Keuangan Daerah 
Dari segi analisis hukum dengan diberlakukannya Undang-undang 
No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004, daerah 
mempunyai peluang besar untuk menjabarkannya dalam tatanan 
operasional. Undang-undang tidak dapat dilaksanakan tanpa ada 
peraturan pelaksanaan. Dalam konteks ini otonomi daerah mempunyai arti 
kebebasan untuk melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, daerah 
mempunyai peluang untuk merumuskan langkah-langkah pembangunan-
nya sejalan dengan kepentingan negara kesatuan serta tidak berbenturan 
dengan undang-undang yang berlaku meliputi pengaturan atau 
perundang-undangan sendiri, pelaksanaan sendiri. Dengan demikian, 
daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban mengatur 
mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satunya adalah pengelolaan 
keuangan daerah. 
        Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana 
secara optimal jika penyelenggara urusan pemerintahan diikuti dengan 
pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, 
dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang besarnya 
disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara 
pemerintah dan daerah.     
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Hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan 
pengelolaan negara yang merupakan bagian kekuasaan 
pemerintah. 
2. Presiden kemudian menyerahkan kekuasaan tersebut kepada 
kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) selaku kepala 
pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan 
mewakili pemerintah daerah dalam pemilikan kekayaan yang 
terpisah. 
3. Hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan 
pengelolaan pendapatan dan penggunaan.  
4. Konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan 
administrasi dan hubungan kewilayahan.  
Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara yang merupakan salah satu bagian dari 
kekuasaan pemerintahan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, 
maka kekuasaan tersebut oleh presiden diserahkan kepada kepala 
daerah (gubernur/bupati/walikota) selaku kepala pemerintahan daerah 
untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah dalam 
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan model atau 
bentuk kelembagaan berupa penyerahan kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah dengan pusat.  
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Hubungan keuangan daerah dengan pusat tersebut, yaitu 
menyangkut pengelolaan pendapatan dan penggunaannya, baik untuk 
kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam 
rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel, dan 
akuntabel. 
Menurut ketentuan pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintah daerah 
memiliki hubungan dengan pemerintahan daerah lainnya. Dan menurut 
pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah 
subsistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas 
antara pemerintah dan pemerintah daerah, serta suatu sistem yang 
menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan tersebut 
meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, serta 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang 
dilaksanakan secara adil dan selaras sehingga menimbulkan hubungan 
administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan. Hubungan 
administrasi mengandung pengertian adalah hubungan yang terjadi 
sebagai konsekuensi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan sistem 
administrasi negara. Sedangkan hubungan kewilayahan mengandung 
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pengertian adalah hubungan yang terjadi sebagai konsekuensi dibentuk 
dan disusunnya daerah otonom yang diselenggarakan di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah daerah 
merupakan satu kesatuan wilayah negara yang utuh dan bulat. 
        Adanya konsepsi hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan 
tersebut yang diantaranya menyangkut hubungan keuangan. Hubungan 
tersebut telah diatur sedemikian rupa melalui kelembagaan hubungan 
keuangan daerah dengan pusat. Kelembagaan tersebut dalam tataran 
kebijakan tercantum dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, yang menegaskan adanya kewajiban, pemerintah 
pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. 
Ketentuan tersebut ditindaklanjuti pula dalam Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah.   
Secara khusus Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai hubungan dalam bidang 
keuangan antara pemerintahan daerah pada Pasal 15, yaitu meliputi: 
1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah; 
2. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; 
3. Pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan 
daerah; 
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4. Bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah 
provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota; 
5. Pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab 
bersama;   
6. Pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; 
7. Pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah. 
 
B. Pengertian Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Dalam konteks pengertian keuangan daerah dan pengelolaan 
keuangan daerah akan dijelaskan secara sistematis dan terpisah dari 
literatur-literatur dan pendapat-pendapat para pakar berikut ini: 
1. Keuangan Daerah 
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (Ahmad yani, 2009:347) 
Menurut Tjahja Supriatna, definisi keuangan daerah adalah 
kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk 
mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, 
mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai 
dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, 
dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam 
bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).  
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Menurut Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin (2004 : 
379) keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 
uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 
dengan hak dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD). 
Jaya (1999 :11) mengemukakan pengertian Keuangan Daerah 
sebagai berikut: 
“keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan 
dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan 
belanja daerah.” (http://bambangkesit.files.wordpress.com) 
 
Mamesah (Halim, 2002:19) menyatakan bahwa:  
“Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala 
sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan 
kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah 
yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku.”  
 
Karianga Hendra (2011:35) memandang Keuangan Daerah sebagai: 
“Keuangan daerah berhubungan erat dengan hak dan kewajiban 
daerah terkait dengan penerimaan, pengeluan keuangan juga 
pemanfaatan barang milik daerah, yang mulai dimulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.” 
 
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 
“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam 
kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). “ 
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 Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam 
penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : 
“Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang 
dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. 
 
Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan 
umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut : 
“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” 
 
Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah 
menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah 
Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) adalah : 
“Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termaksud 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan 
belanja daerah.” 
 
Dari defenisi tersebut, selanjutnya Halim (2002:19) menyatakan 
terdapat 2 hal yang perlu dijelaskan, yaitu:  
1. Yang dimaksud dengan hak adalah hak untuk memungut 
sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, 
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retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, 
dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain 
seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai 
dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan 
menaikkan kekayaan daerah.  
2. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban 
untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan 
kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi 
pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan 
pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut. 
 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya 
keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu : 
 Hak Daerah; 
 Kewajiban Daerah; 
 Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban 
tersebut. 
Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan 
daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD), yaitu : 
“suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat 
untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat 
sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggungjawab”. (http://saptawibawa.blogspot.com) 
 
Ruang lingkup keuangan daerah meliputi : (ahmad,yani. 2009:357) 
1. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 
serta melakukan pinjaman; 
2. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan 
pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
3. penerimaan daerah; 
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4. pengeluaran daerah; 
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain 
berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain 
yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang 
dipisahkan pada perusahaan daerah; 
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah 
dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah 
dan/atau kepentingan umum. 
2. Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sedangkan pengertian pengelolaan keuangan daerah bersifat  
implementasi (pelaksanaan) para pihak dalam bersinergi dalam 
pengelolaan. Adapun penjelasan berikut ini.  
Menurut Syarifudin definisi pengelolaan keuangan adalah sebagai 
berikut: 
“Pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seorang pemimpin dalam menggerakan para pejabat yang bertugas 
dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi 
manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran,  pencatatan, 
pengeluaran serta pertanggungjawaban.” (2005;89) 
 
Menurut Hendra (2011:49) mengemukakan :  
“Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan 
kedudukan dan kewenangannya yang meliputi kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.  
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
“Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.”  
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 Acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah meliputi :  
1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada 
kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi 
anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
pengelolaan keuangan daerah; 
2. Kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah pada 
umumnya dan anggaran daerah pada khususnya; 
3. Kejelasan peran partisipasi; 
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi 
dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada kaidah 
mekanisme pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah 
mekanisme pada value for money, transparansi dan 
akuntabilitas. 
5. Kejelasan kedudukan DPRD, Bupati, pegawai; 
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran 
kinerja dan anggaran multitahunan; 
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang 
profesional; 
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah laporan keuangan, peran 
DPRD, akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini  dan 
rating kinerja anggaran dan transparansi informasi ke publik. 
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Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud 
dengan pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, 
penyelenggaraan, penyediaan dan pengunaan uang dalam setiap usaha 
kerja sama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini 
tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran, pembukuan, dan 
pemeriksaan atau secara operasional apabila dirangkaikan dengan 
daerah maka pengelolaan keuangan daerah meliputi penyusunan, 
penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan perhitungan anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. (tjahjanulin, 2002:32) 
Devas (hendra, 2011:50) mengemukakan bahwa tujuan utama dari 
pengelolaan keuangan daerah adalah: 
1. Pertanggungjawaban. Pemerintah daerah harus memper-
tanggungjawabkan tugas keuangannya pada lembaga yang sah. 
2. Mampu memenuhi kewajiban. Keuangan daerah harus ditata 
sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan 
keuangan jangka pendek dan jangka panjang. 
3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai 
yang jujur. Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah. Tatat cara 
mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga 
memungkinkan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah 
dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu 
secepat-cepatnya. 
4. Pengendalian. Petugas keuangan pemerintahan daerah, dewan 
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perwakilan rakyat daerah dan petugas pengawas harus 
melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas 
tercapai. Mereka harus mengusahakan agar semua mendapat 
informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran. 
Menurut Tjahjanulin Domain (Hendra, 2011:51) tujuan pengelolaan 
keuangan daerah adalah: 
1. Memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber 
pendapatan suatu daerah. 
2. Setiap anggaran daerah yang dibuat/ disusun diusahakan 
perbaikan-perbaikan dari anggaran daerah sebelumnya. 
3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah 
dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan. 
4. Memudahkan  koordinasi dari masing-masing institusi dan dapat 
diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh 
pemerintah daerah. 
5. Untuk menampung dan menganalisis serta memudahkan dalam 
pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan terhadap 
proyek-proyek atau kebutuhan lain yang diajukan oleh masing-
masing institusi. Berkaitan dengan pernyataan diatas, tujuan 
pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor 
penting dalam mengukur secara nyata kemampuan daerah 
dalam melaksanakan otonomi. 
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C. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah 
Dalam rangka penataan pengelolaan keuangan daerah telah 
diterbitkan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Dalam kurun 
waktu enam tahun terakhir sejak dimulainya reformasi pemerintahan yang 
diikuti dengan penataan pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan 
dua kali perubahan dalam bidang penataan pengelolaan keuangan, 
terutama yang terkait dengan keuangan daerah. Perubahan pertama 
dilakukan dengan diterbitkannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan 
Daerah yang menjadi dasar dilaksanakan otonomi daerah. Pelaksanaan 
otonomi daerah itu diikuti dengan pengaturan hubungan keuangan antara 
pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam UU 25/1999. Selanjutnya 
sebagai dasar implementasi UU dimaksud dalam bidang pengelolaan 
keuangan daerah, dikeluarkan PP 105/2000 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah.  
Pada akhirnya, dengan terbitnya paket undang-undang keuangan 
negara, juga dilakukan revisi atas dua undang-undang di atas. Setelah 
perubahan dimaksud, produk hukum yang mendasari pengelolaan 
keuangan daerah selengkapnya sebagai berikut:  
1) UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 156  
(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan daerah. 
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh 
kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban, serta 
pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat 
daerah.  
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2) UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
Pasal 66 
(1) keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, 
dan manfaat untuk masyarakat.  
 
3) PP No.105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-
jawaban Keuangan Daerah 
Pasal 1  
(1) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam 
kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  
 
Pasal 4 
Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada 
peraturan perundang- undangan yang berlaku, efisien, efektif, 
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan dan kepatutan. 
 
4) PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
Pasal 1 
(5) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut. 
(6) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 






5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pasal 1 
(6) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk 
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut.  
(8) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan 
daerah.  
 
D. Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah 
Asas umum Pengelolaan Keuangan Daerah  sebagaimana pasal 66 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan menyatakan 
Pengelolaan Keuangan Daerag dikelola dengan tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memerhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan 
manfaat untuk masyarakat. (Nurlan, 2006:25) 
Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan 
masukan tertentu atau penggunaan masukan tertentu atau penggunaan 
masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. 
Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan 
kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah. 
Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang 
telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan 
hasil. 
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Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang 
seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah. 
Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang 
atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan 
pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 
ditetapkan. 
Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan 
pendanaannya. 
Kepatuhan adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan wajar 
dan proporsional. 
 
E. Kronologis Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 
Perkembangan sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia dalam 
satu dasawarsa terakhir (1998 s.d. 2008) mengalami kemajuan yang 
sangat pesat. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, pemerintah 
Indonesia telah melewati serangkaian proses reformasi sektor publik, 
khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Pada dasarnya 
reformasi keuangan daerah tersebut merupakan suatu berkah dari 
gerakan reformasi yang digelorakan pada tahun 1998 setelah Indonesia 
mengalami krisis multidimensi. (Mahmudi, 2010:2) 
Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah 
menyadarkan kepada kita akan pentingnya menggagas kembali konsep 
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desentralisasi dan otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan 
penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk 
menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan 
demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. (Mardiasmo, 2004:95) 
Jika dilihat dari aspek historis, perjalanan reformasi manajemen 
keuangan daerah di Indonesia dapat dibagi dalam tiga fase. 
Pertama, era pra-otonomi daerah merupakan pelaksanaan otonomi 
ala orde baru berdasarkan UU No.5 Tahun 1974 yang bersifat sentralistis, 
top down planning dan budgeting, penggunaan anggaran tradisional, 
rezim anggaran berimbang, sistem pembukuan tunggal dan akuntansi 
basis kas. Selama masa pra-otonomi daerah dan deentralisasi fiskal 
tersebut praktis belum ada sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, 
yang ada baru sebatas tata buku. 
Kedua, era transisi otonomi adalah masa antara tahun 2000 hingga 
2003 yang merupakan masa awal implementasi otonomi daerah. Masa 
transisi otonomi ini ditandai dengan masih belum mantapnya perangkat 
hukum, kelembagaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM) 
daerah dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah. Dalam masa transisi 
ini masih sering terjadi uji coba sistem baru, belum mantapnya sistem 
sehingga sering terjadi revisi peraturan perundangan di bidang 
pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan yang menonjol 
dalam era ini adalah Kepmendagri No.29 Tahun 2002. 
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Ketiga, era pascatransisi adalah masa setelah diberlakukannya 
paket perundangan yang merupakan suatu peraturan menyeluruh dan 
komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, 
pengauditan, dan evaluasi kinerja atas pengelolaan keuangan daerah. 
(Mahmudi, 2010:2-3) 
Untuk menghadapi Globalisasi perekonomian dan pembangunan 
nasional yang menekankan pada pelaksanaan otonomi daerah secara 
luas, nyata dan bertanggung jawab maka perlu disusun suatu rumusan 
baru yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah. Hal ini adalah 
salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah mempersiapkan suatu 
pra-kondisi dalam pentas perekonomian internasional dan perekonomian 
nasional. 
Secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan 
pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah 
dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat 
luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan 
suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. 
(Mardiasmo, 2004:104)  
Manajemen keuangan daerah adalah sebuah penataan keuangan 
yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengedepankan 
tata kelola keuangan yang baik (good financial government) . ( Hendra 
Karianga, 2011:57) 
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F. Penataan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 telah mengakibatkan perubahan kewenangan pemerintah pusat dan 
daerah yang berimplikasi pada terjadinya perubahan beban tugas dan 
struktur organisasi yang mewadahinya. 
Dalam era transisi ini, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi 
Daerah terus berusaha untuk memperbaiki manajemen pemerintahan 
dengan melibatkan unsur pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota 
serta tentunya para fasilitator. 
Organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah 
(perda) dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, 
fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan 
dengan keputusan kepala daerah. (HAW Widjaja, 2011:29-30) 
Pemerintah Daerah selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 
dengan  ini  menetapkan  Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 56 
tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan 
Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan.  
1. Kepala Badan 
Tugas pokok Kepala Badan adalah menyelenggarakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keuangan 
daerah berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan. 
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Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi : 
 perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah 
meliputi bidang anggaran, pembiayaan, akuntansi, pembinaan 
dan evaluasi APBD kabupaten/kota; 
 pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan 
keuangan daerah meliputi amggaran, pembiayaan, akuntansi, 
pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota; 
 pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang anggaran, 
pembiayaan, akuntasi, pembinaan dan evaluasi APBD 
kabupaten/kota; 
 penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.  
2. Sekretariat 
Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas 
pokok mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis 
dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta 
penyusunan program dalam lingkungan Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
diatas, sekretaris mempunyai fungsi: 
 pengoordinasian pelaksanaan kegiatan; 
 pengelolaa urusan umum dan administrasi kepegawaian; 
 pengelolaan administrasi keuangan; 
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 pengoordinasian dan penyusunan program serta 
pengolahan dan penyajian data; 
 pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana 
 pembinaan administrasi penyusunan program penelitian, 
pengkajian, dan pengembangan jangka menengah dan 
tahunan; 
 pelaksaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya. 
3. Bidang  
Bidang terdiri atas: 
a. Bidang Anggaran 
    Tugas pokok Kepala Bidang Anggaran adalah 
merumuskan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi 
kebiajakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran. 
Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang 
Anggaran mempunyai fungsi: 
 perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran; 
 pengoordinasian dan perumusan produk peraturan 
belanja daerah; 
 pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi bidang 
penganggaran; 




b. Bidang Pembiayaan 
Tugas pokok Kepala Bidang Pembiayaan adalah 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi 
teknis di bidang pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala 
Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi: 
 perumusan kebijakan di bidang pengelolaan utang 
daerah; 
 pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan utang 
daerah; 
 pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi; 
dan 
 pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang 
tugasnya. 
c. Bidang Akuntansi  
Tugas pokok Kepala Bidang Akuntansi adalah 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi 
teknis di bidang akuntansi sesuai dengan kebijakan yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang 
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Akuntansi mempunyai fungsi: 
 perumusan kebijakan di bidang akuntansi 
 pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi 
 pelaksanaan pembinaan,bimbingan teknis dan 
evaluasi di bidang akuntansi; 
 pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang 
tugasnya. 
d. Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/kota 
Tugas pokok Kepala Bidang Pembinaan dan Evaluasi 
APBD Kabupaten/kota adalah merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan keuangan daerah. 
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang 
Pembinaan dan Evaluasi APBD kabupaten/kota mempunyai 
fungsi: 
 perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan dan 
Evaluasi APBD Kabupaten/kota;  
 pelaksanaan pembinaan kepada Kabupaten/Kota 
tentang pengelolaan keuangan daerah; 
 pelaksanaan pengawasan kinerja keuangan dan 
pengawasan untuk tujuan tertentu; 
 pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
rancangan perda tentang APBD, perubahan APBD, 
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta 
pelaksanaan monitoring dan koordinasi tindak 
lanjutnya; dan 
 pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang 
tugasnya. 
4. Sub Bagian 
Sekretariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
adalah sebagai berikut: 
 menyusun rencana kegiatan  Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan 
tugas berjalan lancar; 
  memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya; 
 melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas  
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masuk dan keluar; 
 menata dan melakukan pengarsipan naskah dinas an 
pengelolaan perpustakaan; 
 mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, 
kehumasan, dan keprotokolan; 
 mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan 
rumah tangga; 
 mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan 
dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor; 
 menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, 
pemeliharaan dan penghapusan barang; 
 menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 
pendistribusian, memelihara, inventarisasi dan penghapusan 
barang; 
 menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi 
barang serta menyusun laporan barang inventaris; 
 menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir 
pegawai; 
 menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat 
perintah tugas dan perjalanan dinas pegawai; 
 menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi 
kegiatan organisasi dan tatalaksana; 
 menyiapkan bahan dan menyusun rencana formasi, 
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informasi jabatan, dan bezetting pegawai; 
 menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian 
meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, 
penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, 
ijin, masa kerja, peralihan status, dan layanan administrasi 
kepegawaian lainnya; 
 menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan 
dan tanda jasa pegawai negeri sipil; 
 menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, 
peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai 
negeri sipil; 
 mengembangkan penerapan sistem informasi kepegawaian 
berbasis teknologi informasi; 
 menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian dan ketatalaksanaan; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Umum dan kepegawaian dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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b. Sub Bagian Keuangan 
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai 
berikut: 
 menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan 
tugas berjalan lancar; 
 memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 menyiapkan bahan dan menyusun dokumen pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran; 
 menyiapkan bahan atau data untuk perhitungan anggaran 
dan perubahan anggaran; 
 melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan 
pembayaran; 
 meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, 
tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan 
penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut; 
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 mengoordinasikan menyusun rencana kerja anggaran; 
 mengelola pembayaran gaji pegawai; 
 melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan; 
 melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan 
keuangan; 
 melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan; 
 menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan; 
 menyusun realisasi perhitungan anggaran; 
 mengevalusi pelaksanaan tugas bendaharawan; 
 menginventarisasi sumber-sumber penerimaan keuangan; 
 menggali sumber-sumber penerimaan baru yang potensial; 
 melakukan pencatatan pemungutan dan pelaporan 
pendapatan asli daerah; 
 mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindak 
lanjuti laporan hasil pemeriksaan; 
 melakukan administrasi pemberian bantuan atas nama 
pemerintah daerah; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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c. Sub Bagian Program  
Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai 
berikut: 
 menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan 
tugas bejalan lancar; 
 memantau, mengawasi dan mengevalusi pelaksanaan tugas 
dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang 
telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bodang tugasnya; 
 mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan 
penyusunan perencanaan program dan anggaran; 
 menyiapkan bahan dan mensosialisasikan peraturan 
perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk 
teknis di bidang penyusunan program; 
 menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun 
rancangan rencana stratejik; 
 mengumpulkan bahan dan menyusun pengusulan rencana 
anggaran pendapatan dan belanja Badan Pengelolaan 
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Keuangan Daerah; 
 menghimpun dan menyajikan data dan informasi program 
dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian 
data berbasis teknologi informasi; 
 mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan 
evaluasi kinerja; 
 mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kegiatan 
tahunan; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Program dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
5. Sub Bidang 
a. Sub Bidang Penyusunan APBD 
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Penyusunan APBD adalah 
sebagai berikut: 
 menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penyusunan APBD 
sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas; 
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 mendistrusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan 
tugas berjalan lancar; 
 memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan 
penyusunan, pedoman, kriteria dan prosedur penyusunan 
APBD; 
 menyiapkan bahan dan melakukan bimbingan teknis dan 
evaluasi penyusunan APBD; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang 
Penyusunan APBD dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
b. Sub Bidang Otorisasi Dokumen Anggaran 
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Otorisasi Dokumen 
Anggaran adalah sebagai berikut: 
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 menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Otorisasi Dokumen 
Anggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan 
tugas berjalan lancar; 
 memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan 
penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur 
otorisasi dokumen anggaran; 
 menyiapkan dan menyusun konsep surat penyediaan dana 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Belanja 
Daerah per triwulan sesuai kebutuhan; 
 menyiapkan bahan dan melakukan bimbingan teknis, 
evaluasi dan otorisasi dokumen pelaksanaan anggaran; 
 melakukan penatausahaan anggaran; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang 
Otorisasi Dokumen Anggaran dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
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kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
c. Sub Bidang Pembiayaan I 
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pembiayaan I adalah sebagai 
berikut: 
 menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembiayaan I 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar 
 memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan di 
bidang pengelolaan utang daerah; 
 mengoordinasikan dan melakukan kebijakan di bidang 
pengelolaan utang daerah; 
 menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun 
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standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 
pengelolaan utang; 
 menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan 
teknis dan evaluasi; 
 melakukan administrasi di bidang pembiayaan; 
 melakukan penatausahaan belanja langsung SKPD; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang 
Pembiayaan I dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
d. Sub Bidang Pembiayaan II 
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pembiayaan II adalah 
sebagai berikut: 
 menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembiayaan II 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
 memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
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 membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan di 
bidang pengelolaan utang daerah; 
 mengoordinasikan dan melakukan kebijakan di bidang 
pengelolaan utang daerah; 
 menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun 
standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 
pengelolaan utang; 
 menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan 
teknis dan evaluasi; 
 melakukan administrasi di bidang pembiayaan; 
 melakukan penatausahaan belanja langsung SKPD; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang 
Pembiayaan II dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
e. Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi  
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Verifikasi 
adalah sebagai berikut: 
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 menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembukuan dan 
Verifikasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
 memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang 
berkaitan dengan pembukuan dan verifikasi penerimaan dan 
pengeluaran kas; 
 melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang 
berkaitan dengan pembukuan dan verifikasi selain kas; 
 melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang 
berkaitan dengan pembukuan dan verifikasi asset tetap; 
 melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan buku besar penerimaan 
dan buku besar pengeluaran; 
 melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan buku pembantu 
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penerimaan dan buku pembantu pengeluaran; 
 menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembukuan dan 
verifikasi pengelolaan keuangan daerah; 
 mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan 
penyusunan standarisasi, norma, pedoman, kriteria, dan 
prosedur pembukuan dan verifikasi; 
 menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan 
teknis dan evaluasi pelaksanaan pembukuan dan verifikasi; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang 
Pembukuan dan Verifikasi memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
f. Sub Bidang Pelaporan Keuangan 
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan 
adalah sebagai berikut:    
 menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pelaporan 
Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
 memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 
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tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan 
pelaporan keuangan; 
 mengoordinasikan dan melakukan kebijakan pelaporan 
keuangan; 
 menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan menyusun 
standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur pelaporan 
keuangan; 
 menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan 
teknis dan evaluasi pelaksanaan pelaporan keuangan; 
 menyiapkan bahan dan melakukan monitoring, pengawasan 
dan evaluasi penyampaian pertanggungjawaban fungsional 
masing-masing SKPD; 
 mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan 
penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD provinsi; 
 menyiapkan bahan penetapan kebijakan tentang sistem dan 
prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi; 
 menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang 
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Pelaporan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
g. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/kota 
Wilayah I  
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi 
APBD Kabupaten/Kota Wilayah I adalah sebagai berikut: 
 menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan 
Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah I sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
 memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 menyiapkan bahan dan melakukan perumusan kebijakan 
bidang pembinaan dan pengawasan; 
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 melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja keuangan; 
 melakukan administrasi bidang pembinaan dan pengawasan; 
 menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan laporan 
hasil pembinaan dan pengawasan; 
 mengoordinasikan dan melakukan evaluasi rancangan 
peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 
lampiran dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan naskah 
dinas hasil pembinaan rancangan peraturan daerah tentang 
APBD, perubahan APBD dan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Wilayah I; 
 menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan 
penetapan pedoman pembinaan APBD dan perubahan 
APBD Kabupaten/Kota Wilayah I sesuai dengan pedoman 
pembinaan yang ditetapkan pemerintah; 
 melakukan pembinaan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Kabupaten/Kota Wilayah I; 
 melakukan fasilitas penyusunan laporan keuangan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 
Wilayah I: 
 melakukan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang 
60 
Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah I 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
h. Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi APBD Wilayah II 
Tugas pokok Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi 
APBD Wilayah II adalah sebagai berikut: 
 menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan 
Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 
 mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberikan 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
 memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas 
yang telah dan belum dilaksanakan; 
 membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 
 mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
 menyiapkan bahan dan melakukan perumusan kebijakan 
bidang pembinaan dan pengawasan; 
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 melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja keuangan; 
 melakukan administrasi bidang pembinaan dan pengawasan; 
 menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan laporan 
hasil pembinaan dan pengawasan; 
 mengoordinasikan dan melakukan evaluasi rancangan 
peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan 
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta 
lampiran dan dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
 menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan naskah 
dinas hasil pembinaan rancangan peraturan daerah tentang 
APBD, perubahan APBD dan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Kabupaten/kota Wilayah II; 
 menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan 
penetapan pedoman pembinaan APBD dan perubahan 
APBD Kabupaten/Kota Wilayah II sesuai dengan pedoman 
pembinaan yang ditetapkan pemerintah; 
 melakukan pembinaan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Kabupaten/Kota Wilayah II; 
 melakukan fasilitas penyusunan laporan keuangan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 
Wilayah II: 
 melakukan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang 
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Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Wilayah II 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan;dan 
 melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 








A. Lokasi Penelitian 
 Penelitian ini dilaksanakan  pada pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
terbagi atas 2 (dua) yakni:  
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten yang 
berhubungan dengan pembahasan skripisi ini.  
2. Data sekunder, yaitu data dan informasi yang penulis peroleh 
secara tidak langsung. Data sekunder dapat berupa 
perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-
buku, dan dokumen atau arsip, serta bahan lain yang dapat 
menunjang penulisan skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data dimaksud diatas digunakan teknik 
sebagai berikut: 
1. Studi Kepustakaan (library research) 
Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, 
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menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-
bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan yang 
dibahas. 
2. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan mengumpulkan data secara 
langsung melalui tanya jawab dengan instansi yang terkait. 
 
D. Analisis Data 
Analisis data primer dan sekunder yang telah diperoleh, penulis 
kemudian membandingkan data tersebut. Penulis mengunakan teknik 
deskriptif  kualitatif dalam menganalisis data yang ada untuk 
menghasilkan kesimpulan dan saran. Data tersebut kemudian dituliskan 
secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas dan terarah 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
     Dalam konteks uraian hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh 
informasi dan data yang dituangkan dalam pembahasan karya ilmiah ini 
(skripsi) dengan mengunakan pendekatan regulasi pengelolaan keuangan 
dan kaidah-kaidah hukum. Hasil wawancara yang dilakukan berikut ini: 
A. Kedudukan dan Wewenang Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah (BPKD) 
Wawancara dengan Bapak Agustinus Appang selaku Kepala Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) pemprov Sulawesi Selatan yang 
mengatakan bahwa: 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi 
Selatan mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
(SKPKD) yang melakukakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah 
(BUD). 
Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pejabat pengguna 
anggaran/barang mempunyai wewenang: 
a) Menyusun RKA-SKPD; 
b) Menyusun DPA-SKPD; 
c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 
beban anggaran belanja; 
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d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 
f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 
g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain 
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h) Menandatangani SPM; 
i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 
j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang 
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 
k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 
dipimpinnya; 
l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna 
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh 
kepala daerah; 
n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
kepala daerah melalui sekretaris daerah. 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang 
melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) 
mempunyai wewenang: 
a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
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b. Mengesahkan DPA-SKPD; 
c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 
dan pengeluaran kas daerah; 
e. Menetapkan SPD; 
f. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 
atas nama pemerintah daerah; 
g. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah; 
h. Menyajikan informasi keuangan daerah; 
  Reformasi keuangan daerah membawa angin segar terhadap 
pengelolaan keuangan daerah, sejak otonomi daerah digulirkan. 
Pergeseran paradigma pengelolaan keuangan daerah berdampak positif 
Untuk mewujudkan good  governance diperlukan reformasi kelembagaan. 
Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat 
pemerintahan didaerah baik struktur maupun infrastruktur. Kunci reformasi 
kelembagaan tersebut ialah pemberdayaan masing-masing elemen di 
daerah, yaitu masyarakat umum sebagai stakeholder. Pemerintah daerah 
sebagai eksekutif dan dprd sebagai shareholder. 
Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan 
sumber sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan 
sumber-sumber penerimaan keuangan daerah.  
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Dimensi reformasi keuangan daerah adalah Perubahan kewenangan 
daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan. 
Oleh karena paradigma pengelolaan keuangan daerah menuntut 
penataan kelembagaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Penataan kelembagaan tidak sertamerta berubah akan tetapi 
membutuhkan proses yang diawali dengan kajian akademik untuk 
membuat rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya diajukan ke 
DPRD untuk dibahas lebih lanjut. 
Berdasarkan amanah undang-undang, maka pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan melakukan penataan kelembagaan yang dipertegas 
dengan legitimasi Peraturan Gubernur tahun 2010. 
Implementasi penataan kelembagaan yang telah dilakukan 
berimplikasi terhadap perubahan status dari Biro Keuangan menjadi 
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). 
Hal lain yang mendasari perubahan status tersebut karena Biro 
Keuangan hanyalah bagian dari Sekretariat, Eselonnya hanya II b, 
sehingga garis komando/perintah secara struktural kepada Kepala SKPD 
yang memiliki eselon II a, menjadi tidak maksimal atau tidak memiliki 
kekuatan perintah. 
Maksudnya adalah secara struktural kepegawaian Eselon II B tidak 
etis memberi arahan/perintah kepada Eselon II A, namun secara regulasi 
pengelolaan keuangan daerah, Kepala Biro Keuangan bertindak selaku 
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PPKD / BUD yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
dapat mengatur dan mengendalikan keuangan daerah termasuk 
mengendalikan pengguna anggaran. 
Untuk itulah perlu dibentuk BPKD untuk meningkatkan eselon agar 
dapat sejajar dengan para Kepala SKPD. 
Kedudukan dan wewenang BPKD yang sangat penting karena 
mempunyai kekuasaan sebagai SKPD dan SKPKD selaku PPKD yang 
melakukan fungsi sebagai BUD. 
Dari Hasil informasi dan data yang diperoleh menujukkan bahwa 
SKPD berjumlah 67 yang terdiri dari Badan sebanyak 14 (empat belas), 
Dinas sebanyak 19 (sembilan belas), Biro sebanyak 13 (tiga belas) dan 
UPTD/Kantor/Sekretariat sebanyak 21 (dua puluh satu), dari keseluruhan 
SKPD ini mempunyai pengelolaan keuangan atas rumah tangganya 
sendiri akan tetapi tidak sebagai BUD. Hal inilah yang membedakan 
PPKD sebagai BUD artinya disamping PPKD sebagai SKPD yang dapat 
mengurus atas rumah tangganya sendiri disisi lain juga berfungsi sebagai 
BUD jadi konsekuensinya seluruh SKPD yang ada bertanggung jawab 
PPKD selaku BUD. 
 
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Badan 
Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) 
Wawancara dengan ibu Nurkalbi selaku Sekretaris Badan Pengelola 
Keuangan Daerah (BPKD) menjelaskan bahwa faktor-faktor  yang 
mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(BPKD) yaitu: Faktor Tanggungjawab, Faktor regulasi dan faktor 
administrasi. 
Dari ketiga faktor tersebut diatas, mempunyai hubungan yang 
sangat erat dan tidak dapat dipisahkan yang mempunyai peran penting 
dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). 
1. Faktor Tanggung Jawab 
Gubernur selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh tanggungjawabnya kepada 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku 
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan sekaligus berfungsi 
sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). 
PPKD Secara tanggung jawab di bidang keuangan, sangatlah 
besar dan strategis, sehingga secara tanggungjawab dibidang keuangan, 
Kepala BPKD memiliki kekuasaan lebih besar dibanding Sekretaris 
Daerah 
Namun secara struktural kepegawain Kepala BPKD tetap 
bertanggung jawab kepada Sekretaris daerah. 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Bertanggung jawab 
atas pelaksanaan tugasnya sebagai BUD kepada Gubernur melalui 
Sekretaris Daerah. 
Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan 
keuangan unit kerja. Laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit 
kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas 
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Laporan Keuangan, sedangkan yang menyusun laporan arus kas adalah 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku 
Bendahara Umum Daerah (BUD). 
Tanggungjawab Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) 
sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah segala aktifitas 
pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh SKPD dalam bentuk 
laporan pertanggung jawaban dan verifikasi. Oleh karena itu, Bendahara 
penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara 
fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya 
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada 
PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
2. Faktor Regulasi 
Dalam kondisi dewasa ini Regulasi pengelolaan keuangan daerah 
lebih menekankan pada partisipatif dalam perencanaan penganggaran 
karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dapat berubah-
ubah. Sehingga BPKD melakukan sosialisasi secara intensif kepada 
masyarakat sebelum penganggaran. Jadi Penganggaran dapat dilakukan 
setelah ada usul dari masyarakat sesuai kebutuhannya.  
Mengacu pada asas desentralisasi, Pemerintah Pusat telah 
melakukan usaha-usaha, melalui serangkaian regulasi dan berbagai 
tindakan, untuk mendorong penerapan pendekatan partisipasi dalam 
perencanaan pengelolaan keuangan daerah, serta membuka ruang bagi 
keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. 
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Pemerintah Daerah mendukung usaha-usaha di atas dengan 
melaksanakan praktek-praktek perencanaan partisipatif. 
Masyarakat dapat mengidentifikasi sejauhmana usulannya 
diakomodasi dalam kebijakan anggaran. Hal ini menunjukan bahwa 
partisipasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dalam pengelolaan 
keuangan masih sebatas pada wahana sudah diatur secara spesifik, yakni 
Musrenbang. Pemerintah telah menerbitkan serangkaian regulasi untuk 
mendorong partisipasi masyarakat dalam proses resmi perencanaan dan 
penganggaran daerah. Meletakkan partisipasi masyarakat sebagai 
elemen penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat; 
menciptakan rasa memiliki masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan 
daerah; menjamin terdapatnya transparansi, akuntabililitas dan 
kepentingan umum; perumusan program dan pelayanan umum yang 
memenuhi aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan dapat dikatakan 
bahwa Pemerintah Indonesia telah menciptakan kerangka bagi 
Musrenbang untuk dapat mensinkronisasikan perencanaan „bottom-up‟ 
dengan „top down‟ dan merekonsiliasikan berbagai kepentingan dan 
kebutuhan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. 
Regulasi lain yang memungkinkan masyarakat untuk dapat lebih 
memantau dampak pengeluaran pemerintah daerah, melembagakan 
elemen-elemen penting dari tata pemerintahan yang baik seperti 
akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas alokasi sumber dana, 
keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan kinerja 
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seperti perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Regulasi ini 
berpeluang untuk memberikan kerangka yang lebih baik bagi organisasi 
masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses penganggaran. 
Keterlibatan seluruh kelompok masyarakat menurun pada wahana-
wahana partisipasi paska proses perencanaan. Penurunan keterlibatan 
semua unsur masyarakat ini mengindikasikan kondisi pengelolaan 
keuangan dimana masyarakat diajak berfikir untuk menyusun program 
dan kegiatan tetapi tidak untuk menentukan besaran alokasi anggaran 
dan ikut mengkritisi penggunaan anggaran pada tahap 
pertanggungjawaban. 
Dengan demikian bahwa perencanaan yang telah dilakukan secara 
bottom up ke top down yang artinya bahwa pelaksanaan perencanaan 
diawali dari tingkat paling bawah (desa/kelurahan) sampai ke tingkat pusat 
dalam bentuk musrenbang yang melibatkan stakeholder yakni unsur 
eksekutif (pemerintah), unsur legislatif (DPRD), Lembaga Sosial 
Masyarakat (LSM) dan tokoh masyarakat.  
3. Faktor Administrasi 
Administrasi pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, 
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan 
asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. 
Implementasi pengelolaan keuangan daerah seyogianya didukung 
dengan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan profesional dalam 
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rangka menyongsong era globalisasi dewasa ini. Untuk mengantisipasi 
persaingan pengelolaan keuangan, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan  
melalui BPKD melakukan upaya dalam meningkatkan SDM aparatur 
adalah dengan mengikutsertakan PNS pada pendidikan formal ke jenjang 
magister (S2) dan doctor (S3)  dengan kerjasama Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) sedangkan pendidikan non formal seperti: pelatihan-
pelatihan (pelatihan standar pelayanan dan pelatihan pelayanan prima), 
workshop yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dan 
studybanding. 
Inisiatif yang telah dilakukan oleh BPKD dalam meningkatkan SDM 
para stafnya, diharapkan dapat melahirkan tenaga yang terampil dan 
memiliki skill atau kemampuan yang dapat memanajemen administrasi 
penatausahaan pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efektif 
dan efisien. 
Sebagai aplikasi dari peningkatan SDM yang telah diperoleh 
membawa dampak positif terhadap kinerja BPKD hal ini dibuktikan oleh 
audit BPK-RI dalam laporan pertanggungjawaban BPKD yang secara 
tegas dinyatakan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut sejak tahun 
anggaran 2010,  tahun 2011, dan  tahun 2012 BPKD memperoleh 
peredikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), Predikat ini adalah bentuk 




Beberapa faktor yang mengantar Pengelolaan Keuangan Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) atas hasil pemeriksaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
oleh BPK-RI, yaitu adanya komitmen dan aksi konkrit Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan untuk terus meningkatkan kualitas Pengelolaan 
Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
meliputi: 
1) Regulasi 
a. Penerbitan Regulasi Keuangan Daerah secara masif 
sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahannya. 
b. Adanya konsistensi implementasi regulasi dimaksud pada 
SKPD selaku entitas akuntansi yang kemudian berdampak 
pada meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
c. Adanya konsistensi penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
yang memadai dalam penyusunan Laporan Keuangan 
Daerah. 
d. Mensosialisasikan perubahan regulasi secara intens dan 
continue kepada setiap SKPD. 
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2) Manajemen 
a. Ketetapan penetapan APBD sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
b. Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan daerah. 
c. Penerapan pelayanan prima dalam proses pencairan dana. 
d. Mensinkronkan antara produk regulasi dengan 
penyempurnaan system Akuntansi Keuangan Daerah, 
sehingga dapat mendorong peningkatan mutu pengelolaan 
dan penyusunan pertanggungjawban LKPD. 
e. Meningkatkan kapasitas penyusunan Laporan Keuangan 
SKPD oleh SKPD sebagai entitas akuntansi. 
f. Meningkatkan kapasitas penyusunan Laporan Keuangan 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh BPKD sebagai 
entitas akuntansi dan entitas pelaporan. 
3) Sumberdaya Manusia 
a. Terus berupaya meningkatkan kualitas SDM secara 
konsisten melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga 
perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan, pelatihan, 
bimbingan teknis, workshop, seminar dan rapat-rapat. 
b. Adanya motivasi yang kuat dari segenap unsur aparat 
pengelola keuangan Pemerintah Provinsi untuk terus bekerja 
lebih baik. 
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c. Meningkatkan peran auditor intern (Inspektorat Provinsi) 
untuk mereview dan mensupervisi penyusunan dan 
penyajian laporan keuangan di SKPD dan di BPKD selaku 
SKPKD. 
d. Mengaktifkan peran Tim Tingkat Lanjut Pemerintah Provinsi 
dalam penanganan tindak lanjut LHP BPK-RI.  
4) Anggaran 
a. Adanya ketersediaan anggaran yang relatif cukup memadai 
untuk mendukung peningkatan output dari setiap kegiatan. 
b. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pengembangan 
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 
dalam rangka peningkatan kapasitas dan kinerja pengelola 
keuangan yang makin baik. 
c. Terus berupaya meningkatkan kesejahteraan aparat 
pengelola keuangan. 









Kedudukan dan wewenang BPKD semakin urgent setelah 
penataan kelembagaan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dilakukan, 
dimana BPKD mempunyai kedudukan sebagai SKPD yang berhak 
mengurus atas rumah tangganya sendiri dan sebagai SKPKD selaku 
PPKD  yang berfungsi sebagai BUD. Oleh karena itu, setiap SKPD 
mempunyai pengelolaan keuangan tetapi tidak berfungsi sebagai BUD. 
Jadi konsekuensinya adalah SKPD bertanggung jawab atas laporan 
pertanggungjawaban nya kepada PPKD yang berfungsi sebagai BUD. 
Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas BPKD yaitu 
tanggungjawab, regulasi dan admnistrasi. Ketiga faktor tersebut sangat 
berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebab misi utama 
adalah regulasi pengelolaan keuangan secara tertib, taat hukum, efektif, 
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk 
masyarakat. Hal itu untuk menciptakan Good Governance (Pemerintahan 
yang baik). Bukti kongkrit yang telah dilakukan BPKD melalui audit BPK-
RI adalah dengan memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 




Law inforcement (Penegakan hukum) perlu dipertegas dalam 
laporan pertanggungjawaban oleh SKPD artinya kedudukan dan 
wewenang BPKD selaku BUD memberikan sanksi atas keterlambatan 
laporan pertanggungjawaban dengan tidak menerbitkan surat pengantar 
permintaan pembayaran Ganti Uang (GU) sampai 1 tahun anggaran. Hal 
ini perlu dipertegas agar tidak menjadi preseden buruk bagi SKPD lainnya. 
Dalam menempatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada BPKD 
seyogianya berlatar belakang pendidikan sarjana ekonomi dan perbankan, 
yang diharapkan dapat bersinergi langsung dengan pengelolaan 
keuangan atau tenaga-tenaga yang terampil dan produktif agar dapat 
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